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Abstract.  

This study examines the implementation of Restorative justice (RJ) as an alternative 

approach to resolving juvenile criminal cases in Indonesia through the diversion 

mechanism stipulated in Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice 

System (SPPA) and its supporting regulations. RJ focuses on restoring relationships 

between the offender, the victim, and the community, prioritizing the best interests of the 

child to prevent stigmatization and support social reintegration. This research employs 

a literature review method to analyze legal frameworks, field practices, and 

implementation challenges. The findings indicate that although Indonesia has an 

adequate legal framework for RJ, its implementation still faces obstacles such as limited 

resources, regulatory disharmony, and social resistance. Strengthening RJ requires the 
establishment of a dedicated law, capacity building for law enforcement, public 

awareness campaigns, and integrating RJ into the 2025 National Medium-Term 

Development Plan (RPJMN) to ensure the best interests of the child remain protected. 

 

Keywords: Diversion, Juvenile Crime, Restorative Justice, Social Reintegration 

 

Abstrak.  

Kajian ini membahas penerapan Restorative justice (RJ) sebagai alternatif penyelesaian 

tindak pidana anak di Indonesia melalui mekanisme diversi yang diatur dalam UU 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan regulasi 

pendukung lainnya. RJ berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan 

masyarakat, serta mengutamakan kepentingan terbaik anak untuk mencegah stigmatisasi 

dan mendukung reintegrasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur 

untuk menganalisis regulasi, praktik lapangan, dan tantangan implementasi. Hasil kajian 

menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum RJ sudah memadai, implementasinya 

masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, disharmonisasi regulasi, 

dan resistensi sosial. Untuk memperkuat penerapan RJ, diperlukan pembentukan 

undang-undang khusus, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi 
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publik, serta integrasi RJ dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2025 guna memastikan kepentingan terbaik anak tetap terjaga. 

 

Kata Kunci: Diversi, Reintegrasi Sosial, Restorative Justice, Tindak Pidana Anak 

 

LATAR BELAKANG  

Kasus dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus anak yang berhadapan dengan 

hukum (ABH) di Indonesia menunjukkan tren yang memprihatinkan. Selama periode 

2011 hingga 2017, jumlah ABH mencapai 9.266 kasus, dengan puncak tertinggi pada 

tahun 2014, yaitu sebanyak 2.208 kasus menurut data dari Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (2017). Tren terbaru menunjukkan peningkatan kasus ABH, di mana dari 

sekitar 1.700 anak pada periode 2020–2021, jumlah tersebut meningkat menjadi hampir 

2.000 anak per Agustus 2023, berdasarkan laporan dari Kompas (Nafi, 2024). Dalam 

rentang waktu 2020 hingga 2022, data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (2023) 

menunjukkan bahwa jenis tindak pidana yang paling sering terjadi melibatkan 

pencurian dengan 838 kasus, diikuti oleh penyalahgunaan narkotika sebanyak 341 

kasus. Jenis kasus lainnya mencakup perundungan, pornografi, serta kecelakaan lalu 

lintas. 

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada masa depan anak dari segi hukum, tetapi 

juga menimbulkan berbagai dampak psikologis, seperti rasa takut, rendah diri, dan 

trauma. Selain itu, anak-anak yang terlibat dalam kasus-kasus ini sering menghadapi 

masalah sosial, termasuk kesulitan dalam beradaptasi dan diterima kembali oleh 

lingkungan mereka. Dengan meningkatnya jumlah kasus, perhatian terhadap 

perlindungan dan rehabilitasi anak-anak ini menjadi semakin mendesak (BPHN, 2023). 

Namun kenyataannya sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia cenderung 

menerapkan pendekatan represif dan berorientasi pada penghukuman (Fatihah et al., 

2025). Anak yang terjerat kasus pidana kerap diproses melalui mekanisme hukum 

formal yang keras, yang justru berpotensi meninggalkan stigma sosial mendalam. 

Stigma ini menghambat proses reintegrasi anak ke masyarakat, mengurangi peluang 

pendidikan, serta meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana (residivisme) (Azura, 

2022). Selain itu, proses hukum yang panjang dan kaku sering kali tidak 

mempertimbangkan kebutuhan tumbuh kembang anak secara optimal (Sarbini et al., 

2020). 
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Berdasarkan berbagai kelemahan tersebut, dibutuhkan pendekatan alternatif yang 

lebih humanis, edukatif, dan rehabilitatif. Restorative justice hadir sebagai solusi 

dengan menempatkan kepentingan terbaik anak (best interest of the child) sebagai 

prioritas utama (Gultom & Manalu, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-

prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan instrumen hukum 

internasional lainnya, yang mendorong penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan 

konvensional (Riartono & Nur, 2025). Restorative justice tidak hanya bertujuan 

memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan hubungan sosial, memulihkan psikologis 

anak, dan mengembalikan mereka ke jalur kehidupan yang produktif (Filonia, 2024). 

Restorative justice merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang 

menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, bukan semata-mata 

pada penghukuman pelaku (Andrianto et al., 2025). Berbeda dengan retributive justice 

yang berfokus pada pemberian sanksi sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, 

restorative justice mengutamakan upaya memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, 

dan masyarakat (Karjono & Malau, 2024). Pendekatan ini menekankan dialog, 

kesepakatan bersama, serta keterlibatan aktif semua pihak untuk mencapai solusi yang 

adil dan memulihkan keseimbangan sosial (Wwicaksana, 2024). Salah satu potensi 

penting dari penerapan restorative justice adalah kemampuannya dalam mengurangi 

recidivism atau pengulangan tindak pidana, karena pelaku diberi kesempatan untuk 

memahami dampak perbuatannya, bertanggung jawab, dan kembali diterima di 

masyarakat (Alghifari & Yusuf, 2025). Di Indonesia, konsep restorative justice telah 

diakomodasi dalam berbagai kebijakan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Pramita, 2025); (Arifullah 

et al., 2021). Undang-undang ini mengatur mekanisme diversi sebagai bentuk konkret 

penerapan restorative justice pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak 

pidana. Selain itu, terdapat peraturan pelaksana seperti Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) dan Surat Edaran Jaksa Agung yang memberikan pedoman teknis bagi aparat 

penegak hukum dalam menerapkan pendekatan ini. Praktik diversi, yang 

memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan kesepakatan bersama, 

menjadi salah satu wujud nyata implementasi restorative justice dalam sistem hukum 

Indonesia.  



Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan 

implementasi di lapangan. Beberapa kendala yang kerap muncul meliputi keterbatasan 

sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, rendahnya pemahaman aparat penegak 

hukum terkait prinsip-prinsip restorative justice, serta resistensi sebagian masyarakat 

yang masih memandang penyelesaian perkara pidana harus melalui jalur penghukuman 

(Tatang, 2025); Sirad, & Basyarudin, 2025). Tidak jarang pula ditemukan kasus-kasus 

di mana penerapan restorative justice belum berjalan optimal karena kurangnya 

koordinasi antar pihak terkait atau ketidakjelasan prosedur pelaksanaan (Fikarudin & 

Widjajanti, 2025) 

Kondisi ini menunjukkan urgensi dilakukannya kajian literatur secara mendalam 

untuk menganalisis hasil-hasil penelitian terdahulu terkait penerapan restorative justice 

di Indonesia. Kajian ini dapat membantu memetakan berbagai tantangan dan peluang 

yang ada, sekaligus memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas 

pendekatan ini dalam menyelesaikan tindak pidana anak. Dengan demikian, kajian 

literatur ini diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus akademik di bidang 

kriminologi dan hukum pidana, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang 

konstruktif bagi perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian literatur ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) (Rubianti et al., 2025). 

Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis mendalam terhadap 

konsep, prinsip, kebijakan, dan praktik penerapan restorative justice dalam penyelesaian 

tindak pidana anak di Indonesia, sebagaimana telah diuraikan dalam berbagai sumber 

ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan (Nuroini, 2024). 

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan, meliputi buku-

buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, laporan kebijakan, 

peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan 

Surat Edaran Jaksa Agung, serta publikasi resmi dari lembaga negara maupun 

organisasi internasional yang membahas restorative justice. Proses analisis data 

dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), di mana setiap informasi yang 

diperoleh dikaji, dibandingkan, dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi tema-tema 
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utama, pola hubungan antar konsep, serta kesenjangan antara teori dan praktik (Sugama 

et al., 2024). Peneliti juga melakukan triangulasi sumber untuk memastikan validitas 

dan reliabilitas data, dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur dan 

dokumen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Restorative justice di Indonesia 

Restorative justice (RJ) atau Keadilan Restoratif merupakan pendekatan 

penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial 

antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya, daripada 

sekadar memberikan hukuman retributive (Wahyuni, 2022). Pendekatan ini bertujuan 

menciptakan keadilan dan keseimbangan dengan melibatkan proses dialogis, 

partisipatif, dan pemulihan kondisi korban, sehingga menggeser fokus dari balas 

dendam ke penyelesaian damai. Di Indonesia, RJ telah menjadi bagian dari reformasi 

sistem peradilan pidana, terutama untuk perkara ringan, sebagai upaya mengurangi 

beban  (SIPLaw, 2024) 

Landasan hukum penerapan RJ di Indonesia diatur dalam sejumlah instrumen resmi, 

salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024, yang 

memperbarui praktik peradilan pidana dengan memberi ruang bagi proses perdamaian 

sejak tahap awal penanganan perkara (Santiarto, 2024). Selain itu, dukungan regulasi 

juga datang dari Peraturan Jaksa Agung, kebijakan Kepolisian Republik Indonesia, serta 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bersama-sama memberikan 

legitimasi terhadap penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal (Hasibuan, 

2023). 

Secara historis, penerapan konsep RJ di Indonesia mulai mendapat perhatian serius 

pada awal dekade 2020-an, terutama sebagai respons terhadap permasalahan 

overkapasitas di lembaga pemasyarakatan dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan 

keadilan yang lebih substantif. Pada periode 2022–2023, RJ diakui secara resmi sebagai 

instrumen pemulihan yang sah di mata hukum. Perkembangannya berlanjut hingga 

2025, di mana RJ telah bertransformasi menjadi paradigma baru dalam peradilan pidana 

Indonesia, menggeser fokus dari sekadar penghukuman menuju penyelesaian yang 

mengutamakan dialog, pemulihan, dan keseimbangan sosial (Hardhika, 2025). 



Restorative justice di Indonesia memiliki fleksibilitas penerapan yang luas dalam 

sistem peradilan pidana, khususnya untuk menangani perkara yang bersifat ringan dan 

melibatkan pelaku anak. Konsep ini dapat diimplementasikan pada berbagai tahapan 

proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan, selama terpenuhi prinsip 

kesukarelaan, keadilan, dan pemulihan bagi korban. Berikut adalah gambaran penerapan 

restorative justice pada tiap tahap proses pidana: 

1. Tahap Penyidikan 

Restorative justice dapat diterapkan pada tahap awal proses hukum, yaitu saat 

penyidikan oleh penyidik kepolisian. Penyidik memiliki kewenangan untuk 

menghentikan penyidikan (SP3) apabila para pihak telah mencapai kesepakatan 

damai, khususnya dalam perkara ringan. Perkara ringan yang dimaksud biasanya 

mencakup tindak pidana dengan ancaman hukuman rendah, misalnya di bawah 5 

tahun, serta tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban. Kesepakatan 

damai harus dibuat secara tertulis dan disahkan sesuai prosedur, untuk memastikan 

tidak ada pihak yang dirugikan atau dipaksa. Pada tahap ini, pendekatan RJ 

mendorong proses mediasi antara pelaku, korban, dan pihak terkait, dengan tujuan 

memulihkan hubungan serta menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap pelaku 

(Ramadika, 2021). 

2. Tahap Penuntutan dan Persidangan 

Pada tahap penuntutan, jaksa dapat memfasilitasi proses RJ sebagai bagian dari 

upaya diversi atau penghentian penuntutan demi kepentingan hukum. Dalam 

persidangan, hakim juga dapat mengarahkan proses RJ, terutama pada kasus yang 

memerlukan ganti rugi atau kompensasi kepada korban. Hakim memiliki diskresi 

untuk mempertimbangkan kesepakatan damai sebagai salah satu dasar meringankan 

atau menghapus hukuman. Proses ini biasanya dilakukan dengan menghadirkan 

mediator atau fasilitator yang netral, guna memastikan kesepakatan tercapai secara 

adil dan sukarela. RJ di tahap ini membantu mengurangi beban perkara di 

pengadilan sekaligus memberikan penyelesaian yang lebih memulihkan 

dibandingkan hukuman penjara (LBH, 2023). 

3. Syarat Penerapan Restorative justice 

Restorative justice di Indonesia umumnya diterapkan pada perkara dengan 

ancaman hukuman penjara di bawah lima tahun dan pelaku yang baru pertama kali 
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melakukan tindak pidana. Penerapannya memerlukan persetujuan dari korban atau 

keluarganya, termasuk kesediaan untuk memaafkan pelaku. Selain itu, dukungan 

dari masyarakat menjadi faktor penting, di mana tidak boleh ada penolakan yang 

signifikan terhadap penyelesaian melalui mekanisme ini. Prinsip kesukarelaan dan 

keadilan menjadi landasan utama, sehingga semua pihak yang terlibat harus 

mencapai kesepakatan tanpa adanya paksaan, ancaman, atau tekanan. Pelaku juga 

harus bersedia memenuhi kewajiban yang disepakati, seperti memberikan ganti rugi, 

menyampaikan permintaan maaf, atau melakukan tindakan pemulihan lainnya. 

Seluruh proses dan hasil penyelesaian dicatat secara resmi dan berada di bawah 

pengawasan pihak berwenang untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas 

LBH, 2023. 

B. Proses Penerapan Restrorative pada Tindak Pidana Anak 

Penerapan Restorative justice (RJ) pada tindak pidana anak di Indonesia 

dijalankan melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari jalur 

peradilan pidana formal menuju mekanisme non-litigasi yang menitikberatkan pada 

pemulihan hubungan antara pelaku anak, korban, dan masyarakat. Mekanisme ini tidak 

hanya bertujuan menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga mengembalikan 

keseimbangan sosial yang terganggu (Kurniasi, 2024). Pendekatan RJ memposisikan 

anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga 

orientasinya adalah pembinaan dan perlindungan, bukan sekadar memberikan hukuman 

retributif. Penerapan ini secara khusus ditujukan bagi anak berusia 12–18 tahun, dengan 

pertimbangan potensi perbaikan dan reintegrasi sosial yang tinggi (Azis et al., 2025). 

Penerapan RJ terhadap anak memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat, 

yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(UU SPPA), yang secara eksplisit mewajibkan upaya diversi pada setiap tahap proses 

pidana (Gilang, 2015). Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 

Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Kurniasi, 2024). Dalam kondisi diversi tidak tercapai, penyelesaian 

perkara mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

(Novianti, et al., 2015). RJ hanya dapat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman 

hukuman di bawah 7 tahun, pelaku bukan residivis, serta dengan persetujuan korban 



atau keluarganya. Ketentuan ini menjadi batasan penting untuk menjaga keseimbangan 

antara perlindungan anak pelaku dan hak-hak korban, sekaligus memastikan prinsip 

legalitas tetap terjaga (Sumadi, 2023). 

Proses RJ melalui diversi dilakukan secara bertahap dan wajib diupayakan pada 

tahap penyidikan, penuntutan, serta persidangan. Berikut adalah langkah-langkah utama 

yang dikutip dari Kurniasi, (2024): 

Tabel 1. Langkah-langkah Proses RJ 

Tahap Deskripsi 

Penilaian Awal Dimulai dengan asesmen oleh penyidik, jaksa, atau hakim, 

termasuk analisis dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 

tentang jenis pidana, usia anak, dukungan keluarga, dan 

masyarakat (Pasal 9 ayat 1 UU SPPA). 

Pertemuan 

Diversi 

Mediasi yang difasilitasi oleh mediator, melibatkan dialog 

antara anak pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai 

kesepakatan damai melalui musyawarah. 

Kesepakatan 

Hasil Diversi 

Jika berhasil, hasil bisa berupa rekonsiliasi dengan/ tanpa 

ganti rugi, pengembalian anak ke orang tua/wali, partisipasi 

dalam pendidikan/pelatihan (maksimal 3 bulan), atau 

pengabdian masyarakat (Pasal 11 UU SPPA). Kesepakatan 

didokumentasikan dan disetujui ketua pengadilan negeri 

setempat (PP 65/2015). 

Batas Waktu Setiap tahap diversi maksimal 30 hari (Pasal 29 ayat 2, 42 

ayat 2, dan 22 ayat 3 UU SPPA). 

Kegagalan 

Diversi 

Jika tidak ada kesepakatan atau tidak dipatuhi, perkara 

dilanjutkan ke proses peradilan pidana formal berdasarkan 

KUHAP (Pasal 13 UU SPPA). 

 

Proses restorative justice dalam perkara anak dijalankan secara sukarela, bersifat 

rahasia, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan 

utamanya adalah mencegah timbulnya stigma negatif yang dapat membebani masa 

depan anak, sekaligus mendorong proses reintegrasi sosial secara optimal (Chandra, 

2023). Seluruh mekanisme difokuskan untuk menciptakan ruang dialog yang aman, 

saling menghormati, dan mengedepankan penyelesaian yang humanis. Dalam 

penerapannya, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting. Anak pelaku, yang 

berusia antara 12 hingga 18 tahun, menjadi fokus utama dalam proses ini, dengan 

perlakuan khusus bagi anak di bawah 12 tahun yang hanya dapat dikenakan tindakan, 

bukan pidana (Kurniasi, 2024). Korban turut diberi ruang untuk berperan aktif dalam 
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mediasi, meskipun keterlibatannya bersifat sukarela, dengan penegasan bahwa hak dan 

kepentingannya tetap menjadi prioritas (Prima, 2024). Mediator berfungsi memfasilitasi 

dialog secara adil, sementara aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim 

memastikan proses berjalan sesuai ketentuan hukum (Kurniasi, 2024). Keluarga dan 

masyarakat dilibatkan sebagai sumber dukungan moral dan sosial bagi anak, sedangkan 

pekerja sosial dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berperan dalam melakukan asesmen 

mendalam berdasarkan kebutuhan spesifik anak untuk memastikan proses reintegrasi 

berjalan efektif (Asriadi et al., 2024). 

C. Tantangan dan Kendala Implementasi 

Implementasi Restorative justice (RJ) pada tindak pidana anak di Indonesia, yang 

utamanya dilakukan melalui mekanisme diversi sesuai Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menghadapi berbagai 

kendala struktural, operasional, dan sosial. Meskipun RJ bertujuan memulihkan 

hubungan antara pelaku anak, korban, dan masyarakat sambil menghindari proses 

peradilan formal yang stigmatis, penerapannya sering kali terhambat oleh 

ketidakseragaman regulasi, keterbatasan sumber daya, dan resistensi budaya (Khalil et 

al., 2024). Tantangan ini semakin kompleks pada kasus kontemporer seperti ujaran 

kebencian di media sosial, di mana bukti digital sulit dilacak dan tekanan publik untuk 

hukuman retributif tinggi (Ghifari et al., 2025). Terdapat beberapa tantangan utama 

dalam implementasi RJ pada tindak pidana anak, tantangan tersebut diantaranya 

(Manthovani, 2024): 

Tabel 2. Implementasi RJ 

Tantangan Deskripsi 

Kurangnya Harmonisasi 

Regulasi Antar Lembaga 

Regulasi RJ antar penegak hukum (polisi, jaksa, 

hakim) masih sectoral dan tumpang tindih, seperti 

penggunaan SP3 oleh polisi, SKP2 oleh jaksa, dan 

putusan hakim yang tidak terintegrasi. Hal ini 

menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama 

pada kasus anak di mana diversi harus 

diutamakan, dan memerlukan kerangka hukum 

terpadu untuk menghindari ego sectoral. 

Keterbatasan Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

Aparat hukum sering kurang terlatih dalam prinsip 

RJ dan diversi, termasuk pemahaman tentang hak 

anak dan pendekatan humanis. Kurangnya literasi 

digital pada kasus media sosial menyulitkan 

penanganan, sementara kesenjangan pemahaman 



hukum oleh anak pelaku sendiri memperburuk 

proses mediasi. 

Kekurangan Infrastruktur 

dan Anggaran 

Fasilitas rehabilitasi, seperti Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA) atau pusat pelatihan, tidak 

merata di seluruh wilayah, terutama untuk kasus 

narkoba atau kekerasan anak. Biaya mediasi 

(sekitar Rp1.500.000 per kasus) dan alokasi 

anggaran yang tidak standar menghambat 

implementasi, sementara kurangnya tim khusus di 

daerah menambah beban kerja. 

Kurangnya Koordinasi dan 

Monitoring 

Koordinasi antar lembaga lemah, menyebabkan 

diversi tidak optimal dan kasus anak sering 

berlanjut ke peradilan formal. Monitoring pasca-

diversi sulit dilakukan, yang berisiko terhadap 

reintegrasi anak dan pencegahan residivisme, serta 

memerlukan sistem pelaporan terintegrasi. 

Resistensi Sosial dan 

Budaya 

Stigma negatif terhadap anak pelaku, tekanan 

publik untuk hukuman keras (terutama pada kasus 

viral seperti ujaran kebencian), dan persepsi 

bahwa RJ terlalu lunak menghambat partisipasi 

korban atau masyarakat. Kurangnya sosialisasi 

konsep RJ menyebabkan resistensi, meskipun 

diversi dirancang untuk melindungi kepentingan 

terbaik anak. 

Tantangan Teknis pada 

Kasus Modern 

Pada tindak pidana anak di media sosial, sulitnya 

melacak akun dan bukti digital, ditambah 

peningkatan kasus (dari 187 pada 2019 menjadi 

lebih dari 400 pada 2024), mempersulit aplikasi 

RJ. Diversi sering gagal karena kurangnya 

dukungan psikologis atau pemahaman prinsip 

child-friendly. 

 

Untuk menjawab tantangan tersebut, langkah strategis yang mendesak adalah 

pembentukan Undang-Undang khusus Restorative justice guna menghilangkan 

ketidakseragaman praktik dan memberikan kepastian hukum. Di samping itu, 

diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan 

berkelanjutan yang berfokus pada pendekatan humanis, serta kampanye sosialisasi 

berskala nasional agar masyarakat memahami dan menerima prinsip RJ. Memasuki 

tahun 2025, integrasi RJ ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) menjadi tonggak penting untuk memperluas cakupan penerapan, khususnya 

bagi anak (ICJR, 2020). Pendekatan ini menekankan sinergi lintas lembaga dan 



 
 
 
 

   
 Kajian Literature Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia 

 
 

548     JCHI -  Vol. 1 No. 2 Oktober 2025 

 
 
 
 

memperkuat upaya pencegahan melalui literasi hukum dan pendidikan digital, sehingga 

keadilan substantif dapat terwujud secara berkelanjutan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa Restorative justice (RJ) merupakan 

pendekatan alternatif yang relevan, efektif, dan humanis dalam penyelesaian tindak 

pidana anak di Indonesia. Penerapan RJ, yang diakomodasi melalui mekanisme diversi 

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak (SPPA) dan regulasi pendukung lainnya, berfokus pada pemulihan hubungan 

antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mencegah 

stigmatisasi, tetapi juga meningkatkan peluang reintegrasi sosial anak serta mengurangi 

risiko residivisme. Meskipun secara normatif kerangka hukum RJ sudah memadai, 

implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti 

disharmonisasi regulasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan 

infrastruktur, lemahnya koordinasi, resistensi sosial, serta hambatan teknis pada kasus 

modern berbasis media digital. Faktor-faktor ini menunjukkan adanya kesenjangan 

antara konsep dan praktik yang perlu segera dijembatani. Untuk memperkuat penerapan 

RJ, diperlukan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur secara 

komprehensif prinsip, prosedur, dan koordinasi lintas lembaga. Selain itu, pelatihan 

aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas pendukung, serta sosialisasi kepada 

masyarakat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan publik. Integrasi 

RJ dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 

diharapkan dapat memperluas cakupan penerapan, memperkuat sinergi antar lembaga, 

dan memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama dalam 

sistem peradilan pidana di Indonesia. 
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